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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 
 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian tentang perilaku 

birokrasi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo mencerminkan kondisi 

faktual atas ketidaknetralan birokrasi dalam hal ini ASN dalam setiap 

perhelatan demokrasi di tingkat nasional maupun lokal. Atas hal tersebut, 

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini mencakup :  

1. Perilaku birokrasi khususnya ASN yang berada di jajaran struktural dan 

fungsional khususnya guru berperilaku sosiologis dan psikologis dalam 

Pemilu, sementara ASN yang berada di jajaran fungsional khususnya 

tenaga kesehatan berperilaku rasional dalam menentukan pilihan politik. 

Secara keseluruhan perilaku birokrasi pada Pemilu 2019 di Kabupaten 

Boalemo mencakup : 

a. Perilaku sosiologis, dalam menentukan pilihan politik, ASN 

mempertimbangkan aspek pekerjaan sebagai birokrat, ketaatan dan 

kepatuhan terhadap kepala daerah, ikatan keluarga dan kerabat dekat 

serta afiliasi ASN dengan organisasi kemasyarakatan. 

b. Perilaku psikologis, kecenderungan ASN dalam preferensi politiknya 

berdasarkan pada identifikasi partai yang berdasarkan pada refleksi 

atas kepercayaan terhadap partai politik dan pengalaman yang 
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didapatkan sebelum menjadi ASN serta keyakinan atas kemampuan 

calon berdasarkan refleksi kedekatan antara calon dengan ASN.  

c. Perilaku rasional, ASN yang berada dalam jajaran fungsional dalam hal 

ini tenaga kesehatan berperilaku rasional dalam menentukan pilihan 

politik yang berdasarkan pada visi dan misi serta isu program calon 

kandidat dibidang kesehatan. ASN lebih cenderung logis dan konsisten 

atas pilihan politiknya.  

2. Terdapat beberapa faktor yang menentukan perilaku birokrasi pada Pemilu 

2019 di Kabupaten Boalemo, diantara faktor tersebut adalah : 

a. Politisasi birokrasi melalui promosi dan penunjukan jabatan karir, mutasi 

dan pencopotan jabatan serta keterlibatan Birokrasi dalam kegiatan 

kampanye politik mempengaruhi perilaku birokrasi pada Pemilu 2019 di 

Kabupaten Boalemo. Loyalitas dan kepatuhan terhadap kepala daerah 

beserta partai politiknya membuat ASN mudah untuk dipolitisir. Selain 

itu, terdapat keterlibatan ASN dalam kampanye politik baik dukungan 

materil dalam bentuk sumbangan maupun dukungan moril. 

b. Mobilisasi pemilihan pada pelaksanaan Pemilu 2019 dalam bentuk 

Mobilisasi struktur dan Jejaring Birokrasi. Melalui OPD terkait, 

memobilisasi dukungan masyarakat, terutama kelompok tani yang 

mendapatkan bantuan bibit dan bantuan kebutuhan dasar lainnya 

menjelang pemungutan suara. Selain itu, mobilisasi ASN juga dilakukan 
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melalui acara kedinasan, baik yang dilakukan oleh bupati maupun 

kepala OPD pada setiap apel di dinas masing-masing tentang himbauan 

yang secara simbolik mengarah pada calon dan partai PDIP, serta yang 

terakhir adalah mobilisasi pada hari pemungutan suara di TPS. Bentuk 

mobilisasi yang berikut adalah melalui jejaring keluarga dan kerabat 

dekat ASN. Kedua bentuk mobilisasi tersebut efektif dalam menentukan 

perilaku birokrasi pada Pemilu 2019 di Kabupaten Boalemo.  

c. Peran kepala daerah, peran kepala daerah sebagai faktor determinan 

dalam mempengaruhi perilaku birokrasi. Peran kepala daerah 

mendapatkan dukungan signifikan aparatur birokrasi di daerah. kepala 

daerah memiliki kontrol penuh terhadap struktur birokrasi dan ASN di 

daerah. Selain itu, posisi sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) 

memiliki kewenangan terhadap keberadaan pejabat daerah maupun 

ASN. Kepala daerah juga memiliki keleluasaan dalam mengontrol 

sumber daya pemerintah daerah, melalui program penyaluran bibit dan 

kebutuhan pokok, serta prioritas pembangunan pada beberapa wilayah 

signifikan dalam mendapatkan dukungan calon dan partai PDIP.  

3. Agar kecenderungan ASN netral secara politik dalam Pemilu, perlu 

adanya internalisasi perilaku penindakan (Salbia) sebagai penguatan 

perilaku birokrasi menjelang Pemilu di Kabupaten Boalemo. Perilaku 

pendindakan (Salbia) cenderung mentengarai ASN yang berperilaku 
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berdasarkan pertimbangan sosiologis dan psikologis. Selain itu, 

Perilaku rasional ASN dalam Pemilu belum cukup dalam menengarai 

Independensi atau netralitas birokrasi pada pelaksanaan Pemilu, hal ini 

disebabkan perilaku rasional selain logis, konsisten juga terdapat 

inkonsistensi. Perilaku penindakan (Salbia) sebagai nilai falsafah adat 

Gorontalo yang perlu diinternalisasi melalui perilaku birokrasi dalam 

Pemilu antara lain : 

a) Kesetiaan dan kepatuhan, kekuasaan yang dimiliki oleh kepala 

daerah tidaklah mutlak, oleh sebab itu ketika himbauan maupun 

perintah tidak sesuai dengan norma hukum adat maupun hukum 

normatif harus ditinggalkan oleh ASN.  

b) Konsistensi terhadap aturan, sebagai ASN harus patuh dan taat 

terhadap aturan yang berlaku agar netralitas politiknya tetap terjaga 

c) Keteguhan pada prinsip, memilih berdasarkan pada pertimbangan 

sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain 

d) Kepemimpinan (Ta’uwa), tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk 

melegitimasi kepentingan politik sesuai dengan prinsip datahu lo 

huntu huidu (daratan menjunjung gunung).  
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B. Saran 

Berangkat dari kesimpulan di atas, maka saran atau rekomendasi dalam 

penelitian ini mencakup : 

1. Untuk memberikan penguatan terhadap perilaku rasional birokrasi disaat 

Pemilu, Perlu adanya internalisasi nilai salbia dalam perilaku birokrasi di 

daerah. Melalui internalisasi nilai salbia akan membentuk sikap dan sifat 

ASN yang netral atau independen dalam Pemilu tanpa memihak. Oleh 

sebab itu, Perlu adanya sinkronisasi antara konsep birokrasi modern 

dengan konsep birokrasi tradisional sebagai bentuk tata nilai perilaku dan 

manajemen birokrasi pemerintahan daerah.  

2. Perlu adanya sinkronisasi praktek administrasi publik yang berlandaskan 

pada ekologi administrasi agar semua daerah sedapat mungkin 

menginternalisasi nilai sosial budaya sesuai dengan karakteristik 

masyarakat di daerah 

3. Agar birokrasi daerah netral atau independen dalam Pemilu, dipandang 

perlu untuk melihat atau menelaah kembali kewenangan kepala daerah 

sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yang memiliki pengaruh 

terhadap netralitas birokrasi pada setiap Pemilu 

4. Agar netralitas dan independensi ASN di saat Pemilu bisa tercapai, 

dibutuhkan penguatan kelembagaan terhadap Komisi Aparatur Sipil 

Negara (KASN), terutama menyangkut dengan kedudukannya di daerah 
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serta memiliki kewenangan dalam memutuskan setiap perkara yang 

berkaitan dengan netralitas birokrasi dalam Pemilu 

2. Diharapkan kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah atau pihak 

lainnya dapat mengadopsi prototipe transformasi Netralitas ASN Dalam 

Pemilu Melalui nilai Salbia agar dapat melahirkan perilaku birokrasi dalam 

hal ini ASN yang netral dan tidak berpihak kepada calon dan partai politik.  

3. Untuk menginternalisasikan nilai salbia sebagai penguatan netralitas ASN 

dalam Pemilu, perlu agenda setting melalui dua strategi, yakni agenda 

jangka pendek adalah penguatan melalui modul prajabatan ASN dan 

jangka Panjang melalui penguatan kurikulum melalui agenda Pendidikan 

formal pada tingkat SD, SMP dan SMA hingga Perguruan Tinggi 

menyangkut dengan filosofi nilai-nilai salbia dalam pelajaran muatan lokal 

atau mulok. 

4. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang objek yang 

sama dalam penelitian ini, agar dapat menemukan formula atau model 

terutama menyangkut dengan wewenang pejabat Pembina Kepegawaian 

(PPK) serta penguatan kelembagaan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) 

termasuk kedudukannya di daerah serta wewenang penuh untuk mengadili 

ASN yang berperilaku tidak netral dalam Pemilu.  
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